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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah
melalui tagihan PDAM di Kota Padang berdasarkan indikator kognitif. Metode penelitian yang dipakai merupakan
deskriptif kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data lewat penyebaran kuesioner kepada 100 responden dari
enam kecamatan di Kota Padang. Kemudian dianalisis menggunakan rumus Total Cumulative Response (TCR).
Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai indeks persepsi masyarakat pada indikator kognitif berada pada angka
34,54%., yang tergolong dalam kategori “tidak setuju/buruk/negatif.” Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki
tingkat pemahaman yang rendah terhadap kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi dan kurangnya kejelasan informasi
dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pemahaman. Diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif
dan interaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat demi mendukung implementasi kebijakan pengelolaan
sampah secara berkelanjutan.
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Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan
pembangunan di tingkat daerah. Peran ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, yang memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab pemerintah daerah
dalam mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemampuan suatu
daerah dalam mengelola PAD mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu
membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri (Halim et al, 2021).

Sumber PAD sendiri yang mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya
(berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022). Di antara sumber-sumber tersebut, retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik langsung
kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk retribusi pelayanan persampahan.
Pungutan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga
sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui prinsip keadilan, partisipasi
masyarakat, dan transparansi (Herliana, 2023).

Kota Padang merupakan salah satu pusat perkotaan utama di Provinsi Sumatera Barat
yang mempunyai kapasitas yang sangat besar dalam mengembangkan PAD dari bidang
persampahan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah sampah yang
dihasilkan pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang didapat dari Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) memperlihatkan bahwa total volume
sampah yang ada di Kota Padang mengalami peningkatan dari 234.973 ton pada tahun 2022
menjadi 240.920 ton pada tahun 2024 (SIPSN, 2024). Meningkatnya jumlah sampah ini
menuntut peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah yang pada
akhirnya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Padang adalah
mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan air PDAM. Hal ini
ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2024 yang menugaskan
PDAM sebagai pihak pemungut retribusi persampahan, serta didukung dengan
pemberlakuan Ketentuan terkait pajak dengan retribusi daerah diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini menyebabkan tarif pungutan
retribusi sampah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan sebelumnya. Jika
sebelumnya tarif didasarkan pada luas bangunan, kini tarif ditentukan berdasarkan
kapasitas daya listrik rumah tangga, yang berkisar antara Rp 19.550 hingga Rp 55.904 per
bulan.

Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat.
Banyak pelanggan PDAM merasa keberatan karena tarif dinaikkan tanpa sosialisasi yang
memadai. Bahkan, beberapa warga mengalami pembayaran ganda, yaitu melalui PDAM
dan pungutan manual oleh petugas lingkungan. Kurangnya informasi dan pemahaman
terhadap dasar, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan ini turut memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Persepsi masyarakat menjadi penting
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untuk diteliti karena dapat mencerminkan tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat
terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat Robbins (Merfazi, 2019), persepsi masyarakat merupakan
tahapan ketika sekelompok individu yang menetap dalam satu wilayah tertentu dan
membentuk pemahaman terhadap berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar
mereka. Dalam konteks kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan
dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dirasakan
dampaknya oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh (Siyamsih, 2024) , pemahaman
dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu kebijakan menjadi elemen kunci dalam
membentuk persepsi mereka. Individu yang memiliki pemahaman lebih mendalam
terhadap suatu kebijakan cenderung memiliki persepsi yang lebih terinformasi.

Selain itu, menurut Prof. Dr. Bimo Walgito , persepsi merupakan suatu proses yang
diawali oleh penginderaan, yaitu diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian
diteruskan melalui saraf ke otak untuk diorganisasi dan diinterpretasikan hingga
menghasilkan suatu makna. Dengan demikian, stimulus berupa informasi kebijakan harus
cukup jelas dan dapat dimaknai oleh masyarakat agar persepsi yang terbentuk tidak bias
atau keliru. Walgito juga mengelompokkan persepsi ke dalam tiga indikator utama, yaitu
kognitif, afektif, dan konatif. Indikator kognitif berkaitan dengan sejauh mana seseorang
mengetahui, memahami, dan menyadari suatu objek atau kebijakan. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini indikator kognitif digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat Kota
Padang memahami kebijakan kenaikan retribusi sampah, termasuk aspek alasan kebijakan,
mekanisme pembayaran, serta siapa aktor pelaksananya.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Anggoro dan Husein (2022) yang
menilai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta
menggunakan indikator kognitif, afektif, dan konatif. Studi tersebut menemukan bahwa
persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima, latar belakang
pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menjadi landasan bahwa pemahaman
publik terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan itu
sendiri. Namun, hingga saat ini belum banyak studi yang secara khusus mengkaji persepsi
masyarakat terhadap kebijakan retribusi sampah yang diintegrasikan ke dalam sistem
pembayaran PDAM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan
tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam konteks pengelolaan retribusi pelayanan
publik (Anggoro & Husein, 2022)

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah guna menganalisis
persepsi masyarakat Kota Padang terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui
tagihan PDAM berdasarkan indikator kognitif.
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Metodologi

Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif kuantitatif dengan maksud untuk
menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah
melalui tagihan PDAM di Kota Padang. Persepsi masyarakat dianalisis berdasarkan
indikator kognitif. Adapun Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelanggan
aktif PDAM Kota Padang. Karena populasi yang luas dan tersebar secara geografis, peneliti
menerapkan teknik cluster sampling. Jumlah responden yang terdapat di penelitian ini
sebanyak 100 masyarakt. Proses penarikan sampel dilakukan melalui wilayah layanan
PDAM agar lebih representatif.

Data yang didapatkan merupakan data primer yang diambil dengan penyebaran
angket ke pelanggan PDAM. Instrumen yang dipakai merupakan kuesioner dengan skala
Likert lima poin, yaitu: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Penelitian ini juga diperkuat dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen
kebijakan dan peraturan daerah terkait. (Sugiyono, 2007).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik Total Cumulative Response (TCR), yaitu
teknik penghitungan akumulasi total skor dari jawaban responden terhadap setiap
pernyataan dalam kuesioner. TCR digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat
kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap kebijakan yang diteliti. Hasil
penghitungan nilai TCR per indikator kemudian dibandingkan dengan rata-rata
keseluruhan skor untuk menentukan kecenderungan persepsi responden.

Apabila nilai TCR yang diperoleh untuk suatu indikator berada di bawah nilai rata-
rata keseluruhan, maka persepsi dikategorikan sebagai negatif (tidak setuju), dan jika
berada di atas rata-rata, maka dikategorikan sebagai positif (setuju). Untuk memperjelas
klasifikasi tingkat persepsi masyarakat, persentase hasil TCR disesuaikan dengan kriteria
interpretasi sebagai berikut: 0%-20% menunjukkan kategori Sangat Tidak Setuju atau Buruk
Sekali, 21%-40% termasuk dalam kategori Tidak Setuju atau Buruk, 41%-60% berada pada
kategori Netral atau Sedang, 61%-80% menandakan Setuju atau Baik, 81%-100% tergolong
Sangat Setuju atau Sangat Baik (Balakrishnan & Forsyth, 2019).

Hasil dan Pembahasan
Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah
melalui Tagihan PDAM Kota Padang

Indikator kognitif pada penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan
yang dimiliki dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah
melalui tagihan PDAM. Indikator ini mencakup tujuh pernyataan yang menggambarkan
pemahaman responden mengenai kebijakan, alasan kebijakan diterapkan, mekanisme
perhitungan tarif, proses pembayaran, serta aktor atau lembaga yang berwenang.

Respon terhadap setiap pernyataan dianalisis menggunakan teknik Total Cumulative
Response (TCR), yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase untuk mengetahui
kategori persepsi. Hasil penghitungan rata-rata skor responden untuk setiap pernyataan
disajikan dalam Tabel berikut :
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Tabel 1. Rekapitulasi Indeks Persepsi Indikator Kognitif

No Rata-Rata TCR Atau Interpretasi
Pernyataan Jawaban Indeks
Responden Persepsi
Masyarakat

1 Saya mengetahui adanya kebijakan 1,63 32,6% Tidak
kenaikan retribusi sampah melalui Setuju/Buruk/N

tagihan PDAM di Kota Padang egatif

2 Saya memahami alasan pemerintah 1,74 34,8% Tidak
menaikkan tarif retribusi sampah Setuju/Buruk/N

egatif

3 Saya belum pernah mendapatkan 1,76 35,2% Tidak
sosialisasi tentang kebijakan kenaikan Setuju/Buruk/N

retribusi sampah egatif

4 Saya tidak tahu bahwa tarif retribusi 1,80 36% Tidak
sampah dihitung berdasarkan kWh Setuju/Buruk/N

listrik egatif

5 Saya tahu bahwa pembayaran retribusi 1,71 34,2% Tidak
dilakukan bersamaan dengan tagihan Setuju/Buruk/N

PDAM egatif

6 Saya tidak mengetahui lembaga mana 1,62 32,4% Tidak
yang menetapkan tarif retribusi Setuju/Buruk/N

sampah egatif

7 Saya tidak memahami bagaimana cara 1,83 36,6% Tidak
perhitungan tarif retribusi dilakukan Setuju/Buruk/N

egatif

1,72 34,54% Tidak
Jumlah Setuju/Buruk/N

egatif

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indeks persepsi
masyarakat terhadap indikator kognitif adalah sebesar 34,54%, yang berada dalam kategori
“Tidak Setuju / Buruk / Negatif.” Artinya, secara umum pengetahuan masyarakat mengenai
kebijakan ini masih rendah. Pernyataan dengan skor tertinggi adalah "Saya tidak
memahami bagaimana cara perhitungan tarif retribusi dilakukan" dengan skor rata-rata
1,83 (36,6%), namun tetap tergolong dalam kategori negatif. Ini menunjukkan bahwa
masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis dari kebijakan ini,
khususnya dalam hal perhitungan tarif.

Sementara itu, skor terendah diperoleh dari pernyataan “Saya tidak mengetahui
lembaga mana yang menetapkan tarif retribusi sampah,” dengan rata-rata 1,62 (32,4%).
Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tidak memahami kebijakan,
tetapi juga tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab dalam proses penetapan
tarif.

Ketidaktahuan masyarakat ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kurangnya
sosialisasi, minimnya keterbukaan informasi, dan komunikasi publik yang belum optimal.

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025 60f 8

Beberapa responden bahkan tidak menyadari adanya kebijakan kenaikan retribusi atau
merasa kebijakan ini diterapkan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai.

Menurut Robbins (dalam Merfazi, 2019), persepsi masyarakat terhadap suatu
kebijakan terbentuk dari bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dirasakan
dampaknya oleh individu dalam masyarakat. Jika informasi tidak disampaikan dengan
jelas atau tidak dipahami dengan baik, maka persepsi yang terbentuk cenderung negatif.

Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Walgito yang menyatakan bahwa persepsi
merupakan proses yang diawali oleh penginderaan terhadap stimulus, yang kemudian
diteruskan ke otak untuk diorganisasi dan diinterpretasikan hingga menghasilkan
tanggapan tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, jika stimulus berupa informasi
kebijakan tidak diterima dengan optimal oleh masyarakat, maka persepsi yang terbentuk
pun akan cenderung tidak lengkap atau keliru.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Anggoro dan Husein (2022) yang
menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penanganan
Covid-19 di Yogyakarta menjadi faktor utama resistensi publik. Dalam kasus Kota Padang,
kebijakan retribusi sampah melalui PDAM juga tidak disertai dengan sosialisasi yang kuat
dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan PDAM,
karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada partisipasi aktif dan penerimaan
masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui alasan, mekanisme, dan manfaat kebijakan,
maka resistensi dan penolakan terhadap pelaksanaannya sangat mungkin terjadi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis indikator kognitif, dapat disimpulkan bahwa persepsi
masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota
Padang berada dalam kategori tidak setuju, buruk, atau negatif, dengan indeks persepsi
sebesar 34,54%. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki
pemahaman yang memadai terhadap kebijakan tersebut, baik dari aspek pengetahuan
umum, dasar hukum, alasan kenaikan, maupun mekanisme teknis yang digunakan dalam
penetapan dan pembayaran tarif.

Minimnya pengetahuan masyarakat terlihat dari rendahnya skor pada pernyataan-
pernyataan yang berkaitan dengan perhitungan tarif berdasarkan kWh listrik, mekanisme
pembayaran, serta lembaga yang berwenang menetapkan tarif retribusi. Ini menunjukkan
bahwa informasi terkait kebijakan belum tersampaikan secara menyeluruh dan efektif.
Sebagian besar masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau tidak
mengetahui kebijakan secara detail, yang berdampak pada munculnya penolakan atau
ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan PDAM perlu segera melakukan langkah
perbaikan dalam aspek komunikasi publik. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih
intensif, mudah dipahami, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penting
bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi tidak hanya terkait manfaat kebijakan,
tetapi juga menjelaskan dengan transparan proses perhitungannya, tujuannya, serta pihak-
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pihak yang bertanggung jawab, agar masyarakat dapat menilai kebijakan tersebut secara
objektif dan menerima implementasinya dengan baik.
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